BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATIJOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGA‘WAI'NEGERi SIPIL .
PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,
bahwa untuk melaksanakan Lketentuan Pasal 10 ayat (2) -

Peraturan Pemerintah Nomor -35 Tahun - 2019 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga
Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan,
perlu mengatur Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Jombang dalam Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomot 19, Tambahan. -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran-
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); '

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Normor*
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 5888) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2019 Nomor 6349);



Menetapkan:

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.05/2016

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8999) sebagaimana

diubah beberapa kali .terakhir dengan Peraturan Menteri.

IR

"Keuangan Nomor 57/Pmk.05/2019 (Lembaran Negara' S

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 506);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.

3. Bupati adalah Bupatl Jombang,

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsmgkat PNS ada_lah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentuy,
diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupatt

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten...u'

Jombang yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah
Anggota DPRD Kabupaten Jombang termasuk Ketua DPRD
dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang.

: BAB I .
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan gaj atau
tunjangan ketiga belas.

(2) Gaji atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, dan Pejabat

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

- sebesar penghasilan pada bulan Juni.




(3)

3

-Dalam hal -pf:ngh‘asilan pada- bulan Juni, "sebagaimé:na'_r“;;

dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar

' penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya

4)

(5)

penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
bagi PNS dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji

pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau. = -

tunjangan umum, dan paling banyak mieliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umuim, dan tunjangan tambahan penghasilan.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko,
tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan
khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan,

. tambahan penghasilan bagi ‘guru PNS, insentif - khusus,

©)

(7)

(8)

A1)

(2)

tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain. yang.
sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan
bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan
dengan peraturan perundangundangan atau peraturan
internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

‘Penghasilan- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak " .-

dikenakan potongan iuran dan/atau potongan - lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

Tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, dan Pejabat
Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

Gaji ketiga belas untuk PNS dan Pejabat Negara dibayarkan

paling cepat minggu pertama bulan Juli

Dalam hal Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juli

- Pasal4

Pembayaran Gaji Ketiga belas dibebankan 'pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jonibang
Pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI q}DMBANG,
@
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MU DJIDRﬁ WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA“EN JOMBANG,

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 23/E

D HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2019\Asisten NRBPKADYGA 13.doc



